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PERKEMBANGAN  PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
REFORMASI BIROKRASI PEMASYARAKATAN

APRIL 2010

Reformasi Birokrasi Pemasyarakatan yang digulirkan sejak Agustus 2009 hingga kini terus berlangsung. Reformasi Birokrasi Pemasyarakatan secara umum ditujukan untuk membangun/membentuk Postur dan perilaku pegawai Pemasyarakatan dengan : 

a. Integritas tinggi yaitu perilaku pegawai Pemasyarakatan yang Kemampuan memberikan pelayanan yang prima yaitu kepuasan yang dirasakan oleh publik sebagai dampak positif dari hasil kerja birokrasi yang profesional, berdedikasi dan memiliki standar nilai moral yang tinggi pegawai Pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dan masyarakat 

b. Senantiasa dalam bekerja menjaga sikap profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas (kejujuran, kesetiaan, komitmen) serta menjaga keutuhan pribadi 

c. Produktivitas tinggi dan bertanggung jawab yaitu hasil optimal yang dicapai oleh pegawai Pemasyarakatan dari serangkaian program kegiatan yang inovatif, efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya yang ada serta ditunjang oleh dedikasi dan etos kerja yang tinggi 

Disisi lain Reformasi Birokrasi Pemasyarakatan mempunyai tujuan khusus untuk membangun/membentuk : 

a. Birokrasi yang bersih yaitu birokrasi Pemasyarakatan yang bekerja atas dasar aturan dan nilai-nilai yang dapat mencegah timbulnya berbagai tindakan penyimpangan dan perbuatan tercela (mal-administrasi) seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

b. Birokrasi yang efisien, efektif dan produktif yaitu birokrasi Pemasyarakatan yang mampu memberikan dampak kerja positif (manfaat) kepada masyarakat dan mampu menjalankan tugas dengan tepat, cermat, berdayaguna dan tepat guna (hemat waktu, tenaga dan biaya). 

c. Birokrasi yang transparan yaitu birokrasi Pemasyarakatan yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

d. Birokrasi yang melayani masyarakat yaitu birokrasi Pemasyarakatan yang tidak minta dilayani masyarakat, tetapi birokrasi yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
e. Birokrasi yang akuntabel yaitu birokrasi Pemasyarakatan yang bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas setiap proses dan kinerja atau hasil akhir dari pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran Reformasi Birokrasi Pemasyarakatan adalah mengubah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) serta sistem manajemen. Secara khusus, sasaran yang ingin dicapai mencakup berbagai segi yaitu : 

a. Kelembagaan (organisasi), dengan membentuk Organisasi Pemasyarakatan yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right size) 

b. Budaya organisasi, dengan membentuk Birokrasi Pemasyarakatan yang profesional dan memilki kinerja yang tinggi 

c. Ketatalaksanaan, dengan membangun sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, sesuai dengan prinsip prinsip good governance. 

d. Regulasi dan deregulasi, dengan menciptakan birokrasi Pemasyarakatan yang menjalankan regulasi dan deregulasi secara lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif 

e. Sumber daya manusia, dengan menciptakan SDM Pemasyarakatan yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi, sejahtera dan terhormat.
1. KONDISI SAAT INI

Untuk mencapai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi tersebut, di lingkungan kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hingga kini melalui beberapa kelompok kerja pemasyarakatan  telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut;

a. Program Arahan Strategis 

a.1  
Kegiatan Percepatan (Quick Wins). 

Untuk menentukan program yang akan dilaksanakan, tim Quick Wins terlebih dahulu mengidentifikasi area-area yang paling kritikal/bermasalah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas teknis Pemasyarakatan. Penentuan area kritikal Quick Wins, pemasyarakatan memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) memiliki daya ungkit (key leverage) yang potensial untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat; (2) berkaitan dengan produk utama (core business) institusi ; serta (3) bersentuhan langsung dengan kepentingan publik atau masyarakat.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki 3 program Quick Win dan 1 program Quick Respon yaitu :

1) Percepatan perubahan sikap dan paradigma petugas tentang pelayanan masyarakat (Quick Attitude Change)
2) Percepatan penghapusan pungutan liar (Quick of Eradication Corruption)

3) Percepatan perubahan pola koordinasi dengan instansi lain (Quick Coordination)

4) Percepatan Tanggapan (Quick Respon)

Berdasarkan identifikasi tersebut pemasyarakatan telah mencapai beberapa hasil sebagai berikut:

1) Menyusun Standar Operasional Prosedur tentang :

· Berakhirnya Masa Penahanan

· Pelayanan Internal Program Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Bersyarat

· Pelayanan Eksternal Program Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Bersyarat

· Pelayanan Informasi PB Dan CB
· Penyelesaian Keterlambatan Penyerahan Ekstrak Vonnies

· Layanan Informasi Untuk Anak 

· Layanan Informasi Untuk Dewasa

· Layanan Kunjungan 

· Penyampaian Keluhan Dan Pengaduan Untuk Anak

· Penyampaian Keluhan Dan Pengaduan Untuk Dewasa 

2) Membentuk Unit  Layanan Kunjungan pada Lapas dan Rutan di Wilayah DKI Jakarta

3) Membentuk unit layanan informasi pada  dan Rutan di Wilayah DKI Jakarta

4) Pemenuhan sarana kunjungan (contoh; komputer, nomor antrian, pengeras suara, formulir dan kotak pengaduan dan lain-lain).

5) Membentuk unit pendukung untuk mengimplementasikan seluruh Standar Operasional yang telah disusun

a.2  Kegiatan Penilaian  Kinerja 

Penilaian kinerja organisasi adalah suatu kegiatan yang paling awal dilakukan dalam reformasi birokrasi  pemasyarakatan. Kegiatan  ini  bertujuan untuk  :
1) Menilai kinerja organisasi pemasyarakatan  secara komprehensif yang mencakup dimensi proses dan dimensi hasil. Dimensi proses meliputi penerapan berbagai aspek  pengelolaan sumberdaya organisasi  dalam rangka mencapai hasil (output), dan dimensi  hasil yang merupakan  pencapaian target dan dampaknya (outcome) organisasi;

2) Memberikan saran perbaikan/pembaharuan berkelanjutan (continuing improvement)  terhadap berbagai aspek kinerja organisasi pemasyarakatan yang masih lemah untuk mewujudkan organisasi pemasyarakatan yang berorientasi pada hasil (result oriented  government) yang efektif dan efisien.
Evaluasi /Penilaian Kinerja yang sedang dilakukan oleh pemasyarakatan saat ini  meliputi:

1) Aspek Kepemimpinan;

2) Aspek Perencanaaan Kinerja ;

3) Aspek Organisasi;
4) Aspek Manajemen SDM;
5) Aspek Penganggaran;
6) Aspek Pengukuran, Analisis dan Manajemen Informasi Kinerja
7) Aspek Manajemen Proses;
8) Aspek Hasil.
Saat ini kelompok kerja arahan strategis telah menyusun pemetaan terhadap kedelapan aspek evaluasi/penilaian kinerja tersebut dan selanjutnya akan diuji kembali di daerah dan dianalisis berdasarkan standar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

b. Program Manajemen Perubahan.   

Manajemen Perubahan adalah komponen paling penting dalam proses transformasi kondisi dari pra reformasi hingga pasca reformasi birokrasi dilakukan. Proses utamanya adalah mengkomunikasi perubahan baik kepada pegawai maupun kepada masyarakat dalam rangka reformasi birokrasi. kegiatan ini terbagi menjadi empat tahapan yakni membangun pemahaman, kesadaran, komitmen, partisipasi seluruh pegawai pemasyarakatan agar bekerja sesuai dengan pencapaian tujuan  Reformasi Birokrasi Nasional pada umumnya dan Reformasi Birokrasi Pemasyarakatan khususnya.

Capaian yang telah diperoleh Kelompok Kerja Manajemen Perubahan  dalam Tim Reformasi Birokrasi Pemasyarakatan adalah sebagai berikut: 
1) Menyusun Dokumen Strategi Manajemen Perubahan dan Dokumen Rencana Aksi dalam Manajemen Perubahan dalam rangka reformasi birokrasi pemasyarakatan
2) Melakukan sosialisasi tentang reformasi birokrasi pemasyarakatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Divisi Pemasyarakatan dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di wilayah Jakarta, Medan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Kalimantan Timur dan Jogjakarta 

3) Membuat booklet, leaflet, banner dan kaset yang bertema reformasi birokrasi pemasyarakatan
c. Program Penataan Sistem 

Program Penataan Sistem dalam reformasi birokrasi ini berkaitan dengan kegiatan penyusunan  Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan, dan Sistem Remunerasi.  Hasilnya adalah tersedianya standarisasi tentang  Uraian Jabatan, Profil Kompetensi, Indeks Kinerja Utama, Bobot dan Peringkat Jabatan serta Sistem Remunerasi. 

Saat ini kelompok kerja penataan sistem tengah menyelenggarakan  analisa jabatan pada eselon II, III dan IV di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sejumlah 129 jabatan. Sejauh ini jabatan yang sudah dianalisis sebanyak 115 jabatan dari total jabatan yang diassesment, sisanya akan diselesaikan dalam beberapa bulan kedepan termasuk jabatan pelaksana sebanyak 154 yang akan diambil secara random. Selanjutnya kegiatan akan dikembangkan untuk menyusun analisa jabatan untuk seluruh jabatan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Daerah  
d. Program  Penataan Organisasi 

d.1. 
Kegiatan Penyusunan Redefinisi Visi, Misi dan Strategi  

Berdasarkan kebutuhan organisasi yang didasarkan oleh Cetak Biru Pembaruan Pelaksana Pemasyarakatan selanjutnya dapat ditentukan visi, misi dan strategi organisasi yang baru.  Sejak diluncurkannya Cetak Biru Pembaruan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan pada tahun 2009 maka praktis Pemasyarakatan sudah dapat meredefinisikan kembali Visi, Misi dan Strategi yang dikaitkan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, dan  Rencana Pembangunan Jangka  Menengah Nasional . Saat ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menyusun visi, misi dan rencana strategi pemasyarakatan yang disesuaikan dengan visi misi serta strategi Kementerian Hukum dan HAM
d.2 
Kegiatan Penyusunan Restrukturisasi Organisasi Pemasyarakatan


Adanya kebutuhan-kebutuhan restrukturisasi organisasi yang diidentifikasi dalam Cetak Biru Pembaruan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan pada tahun 2009 serta dalam Hasil Evaluasi Kinerja Pemasyarakatan maka Pemasyarakatan harus menyusun kembali suatu Organisasi Yang Right Sizing. Saat ini restrukturisasi organisasi lapas disusun berdasarkan klasifikasi kelas Lembaga Pemasyarakatan  dengan pendekatan jenis kejahatan, spesifikasi penghuni dan pemenuhan kualifikasi dan kompetensi petugas di seluruh jenis UPT, kondisi ini memaksa pemasyarakatan agar secepatnya merestrukturisasi kembali organisasi pemasyarakatan secara komprehensif dan utuh.

Selain itu guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi  tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal  sebagai  Pembina dan penanggungjawab teknis mengharuskan restrukturisasi menjadi hal pokok dan perlu diutamakan dalam proses Reformasi Birokrasi pemasyarakatan. Oleh karena itu kelompok kerja penataan organisasi saat ini telah menyusun rancangan restrukturisasi organisasi pemasyarakatan baik di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Lapas kelas I dan kelas II. Kedepan kegiatan juga akan dikembangkan untuk penyusunan restrukturisasi di seluruh tingkatan baik  Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (Bapas, Rutan, Lapas dan Rupbasan).   
e. Program Penataan Tata Laksana

Standard Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemasyarakatan yang menyangkut bagaimana, kapan,dimana dan oleh siapa suatu pekerjaan harus dilakukan. Standar operasional ini bersifat teknis dan administrative yang memuat uraian secara rinci mengenai seluruh proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di instansi pemasyarakatan, baik di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di daerah
Capaian kelompok kerja tata laksana sejauh ini adalah menyusun dan mensupervisi pembuatan Standar Operasional Prosedur pada program Arahan Strategis dalam kegiatan Quick Wins.  Selain itu kelompok kerja ini telah melakukan pemetaan mengenai rencana penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP) yang berhubungan dengan program tindak lanjut hasil survey integritas dari KPK, selanjutnya pemetaan dan penyusunan SOP yang berkenaan dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pemasyarakatan pada Direktorat Jenderal, Divisi Pemasyarakatan dan seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Kegiatan Pemetaan ini juga melibatkan beberapa UPT di daerah.  Disamping itu pokja ini akan melakukan  pemetaan mengenai  kebutuhan SOP yang akan datang sehubungan dengan hasil kerja dari masing-masing kelompok kerja dalam program reformasi birokrasi.   
Untuk menunjang kapasitas dan kapabilitas penyusunan SOP maka Tim ini akan melakukan pelatihan penyusunan SOP yang akan melibatkan pendampingan baik oleh konsultan maupun oleh Tim Kerja Reformasi Birokrasi Nasional
f. Program Penataan Sistem Manajemen SDM

Kelompok kerja ini sedang membangun sistem penilaian kinerja pegawai pemasyarakatan berdasarkan kompetensi, transparan dan user friendly Sistem penilaian kinerja adalah upaya atau pendekatan dalam melakukan penilaian prestasi kerja para pegawai pemasyarakatan dengan menggunakan parameter tertentu, yang dilakukan secara obyektif, transparan dan akuntabel. Hasil penilaian kinerja ini dipertimbangkan dalam aspek yang menyangkut  promosi, demosi, mutasi, alih tugas, alih wilayah, akibat pemberian sanksi  maupun penghormatan terhadap prestasi. 

Langkah awal yang selesai dikerjakan adalah tersedianya web design aplikasi kepegawaian yang terintegrasi di tiga sub kepegawaian yakni (subbag umum kepegawaian, subbag mutasi dan administrasi jabatan fungsional dan subbag pemberhentian dan pensiun). Kegiatan ini telah menghasilkan suatu data base kepegawaian yang terpadu dan penting untuk perencanaan, pembinaan dan pengembangan karier pegawai pemasyarakatan. 
g. Program Penguatan Unit Organisasi 
Kegiatan penguatan unit kerja adalah pemetaan masing-masing unit kerja/ organisasi kepegawaian yang berhubungan dengan kemungkinan berkembang dan menyusutnya tugas, fungsi dan wewenang suatu unit kerja. Pelaksanaannya berhubungan dengan pemetaan terhadap seluruh  regulasi dan  kebijakan yang berhubungan dengan unit-unit kerja tersebut. Dengan demikian secara tidak langsung hasil yang diperoleh oleh kegiatan ini dapat digunakan dalam rangka restrukturisasi organisasi dan pengembangan organisasi kedepan. Capaian kelompok kerja ini adalah menyiapkan design penelitian yang berhubungan dengan pengembangan unit kerja kepegawaian dan pengembangan kediklatan pemasyarakatan dimasa datang yang disesuaikan dengan kebutuhan serta tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan.
h. Penyusunan Peraturan Perundang Undangan
Kegiatan mencakup tahapan pemetaan seluruh regulasi/ perundang-undangan yang saat ini digunakan oleh pemasyarakatan. Hasil pemetaan ini akan terlihat  peraturan yang sudah tidak sesuai, yang perlu diperbaharui, dan karena kebutuhan perlu diatur suatu ketentuan yang baru.   Regulasi dan deregulasi  ini disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kebutuhan pemasyarakatan  Hasil regulasi dan deregulasi ini kemudian dimasukan dalam data base perundang-undangan pemasyarakatan. Pada pokoknya kegiatan dari kelompok kerja ini adalah memetakan regulasi, deragulasi serta menyusun regulasi baru yang berhubungan dengan pemasyarakatan.

Capaian yang dilakukan oleh kelompok kerja ini adalah memetakan regulasi-regulasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pemasyarakatan baik yang diatur menurut Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Hasil pemetaan ini akan dianalisa lebih lanjut dan diusulkan rekomendasi apakah perlu diubah, dihapus atau dibuat regulasi baru.  Selain itu kelompok kerja ini juga akan menyusun Naskah Akademis Rancangan Undang-undang tentang sistem pemasyarakatan yang sedianya akan diajukan sebagai bahan amandemen UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
i. Pengawasan Internal
i.1 Penyusunan Kode Etik 

Petugas Pemasyarakatan sebagai abdi hukum perlu memiliki nilai-nilai yang mengatur standar perilaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Aturan tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan jabatannya, serta untuk menjaga kehormatan dan martabat petugas pemasyarakatan baik dalam jalinan internal sesama petugas pemasyarakatan, jalinan horizontal dengan sesama petugas penegak hukum dan hubungannya dengan masyarakat. Hal yang diatur dalam kode perilaku mencakup:

1) Kewajiban petugas pemasyarakatan

2) Larangan bagi Petugas Pemasyarakatan

3) Penegakan dan Tindakan Adminsistratif

4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan adminsitratif

5) Tata cara pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian putusan 

6) Kewajiban pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administrative

Kode etik ini menjadi bagian yang terkait dengan sistem pengawasan internal pemasyarakatan yang menyangkut penilaian terhadap sikap, perilaku pegawai pemasyarakatan. 
Kelompok kerja ini sedang melakukan penelusuran data yang terkait berbagai ketentuan yang mengatur mengenai kode etik termasuk perbandingannya dengan instansi lain, baik didalam maupun di luar negeri.

1.2 Penegakkan Disiplin Kerja 

Pengawasan pemasyarakatan merupakan suatu kegiatan berupa; pengamatan, penelitian, pengujian, penilaian, pemeriksaan, penindakan dan pemantauan terhadap objek/subyek yang dilakukan secara  tepat, benar dan bertanggungjawab dari setiap pegawai pemasyarakatan 
 Pelaksanaan kegiatan penegakkan disiplin kerja berkaitan dengan  penyusunan sistem pengawasan internal. Sistem pengawasan internal mencakup:

1) Penyusunan standar atau parameter pengawasan dan penilaian yang digunakan secara tepat untuk seluruh unit kerja dan pegawai pemasyarakatan yang ada  

2) Penyusunan standar operasional prosedur untuk melakukan pemantauan

3) Penentuan unit atau pegawai yang akan dipantau   

4) Penentuan petugas yang akan memantau

5) Penentuan waktu pemantauan

6) Penyusunan laporan hasil pemantauan dan model penyajian hasil laporannya (pelaporan)

7) Pelaksanaan evaluasi

Kelompok kerja pengawasan saat ini sedang melakukan pencarian dan pengumpulan data yang berhubungan penyusunan sistem pengawasan internal pemasyarakatan. 
2. KENDALA DAN SOLUSI
Faktor penentu keberhasilan sekaligus hambatan dari proses transformasi dan reformasi birokrasi pemasyarakatan  adalah:

a. Kesungguhan dan Komitmen pejabat dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM baik secara struktural maupun yang duduk dalam Tim Kerja Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Dan HAM untuk mendukung program RB Pemasyarakatan
b. Kesungguhan dan Komitmen seluruh insan  pemasyarakatan serta seluruh stakeholders  yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemasyarakatan untuk mendukung program RB Pemasyarakatan.

c. Kejelasan pengorganisasian dan manajemen reformasi birokrasi pemasyarakatan dalam konteks pola hubungan antara Tim RB Pemasyarakatan dengan Tim RB Kementerian hukum dan HAM
d. Dukungan anggaran yang cukup , dengan melakukan revisi anggaran yang tersedia yang diprioritaskan untuk mendukung program Reformasi Birokrasi 

e. Pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi     
3. RENCANA TINDAK LANJUT

a. Melanjutkan tahapan dan kegiatan pada masing-masing kelompok kerja reformasi birokrasi pemasyarakatan sesuai dengan agenda kerja masing-masing.

b. Mengundang Tim Reformasi Kementerian Hukum dan HAM untuk bersama-sama melakukan evaluasi terhadap jalannya proses Reformasi Birokrasi jajaran pemasyarakatan

c. Meminta pendampingan dari Kementerian PAN dan RB guna mengawal proses Reformasi Birokrasi khususnya di jajaran Pemasyarakatan

d. Monitoring perkembangan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi pemasyarakatan secara berkala 
4. LAMPIRAN 
(Terlampir)
